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PROFIL NAHDLATUL ULAMA

Rab Il ini akan mencoba, pada bagian  yang pertama,
mengoali  latar  belakang eksistensi dan karakteristik  NU
dengan melakukan penelusuwran sejarahnya sejak berdiri tahun
1974, Betapapun, pembahasan ini adalah sebuah versi paling
sederhana dari suatu sejarah yang sangat panjang dan rumit.
Selanjutnya akan dilihat latar-belakang pemikiran keputusan
Fembali ke khittah 1926 yang ternyata memiliki akar sejarah
cukupiauh ke belakang, dan hukan sekedar karena rasa kecewa
terhadap FFF sebagaimana dituduhkan aleh sementara

kalangan.

A. NU DALAM LINTASAN SEJARAH (1926-1984)
1. NU sebagai Organisasi Agama (1926—-1934)

gejarab  formal N dimulai sejak  ia didirikan 31
Januari 1926 oleh KH. Hasyim Asy ' ari dengan dibantu
sejumlah  ulama sepaham seperti KH. Wahab Hasbullah serta
beberapa ulama pesantren lainnya. Namun bagi NU sendiri,
berdirinya Jam' iyah Fdainiyah ini  tidak jarang dipandang

sekedar sebagai pelembagaan tradisi keagamaan yang telah

*J
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mengakar sehalumnya.l Jauh  sehelum NU o lahir sebagai
organisasi, ia telah ada dalam bentuk komunitas yang diikat
oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakter
sendiri  sebagai penganut paham  ahlu  sunnah  wal-jamaah.
Waing  sebagai  organizasi tidak  lain adalah—v"penegasan
formal dari mekanisme informal para uwlama sepaham".z

Arti  penting dibentuknya wadah organisasi inid tidak
lepas dari konteks waktu yang ada pada saat itu, terutama
berkad tan derngan Wpaya men) aga eksistensi dirvi jamaah yang
tradiéionalia berhadapan dengarn arus besar paham
pembaharaan ITslam, ataw persisnyas Eaum pembaharua, yang di
Indonesia ketika itu bahkan telah terlembagakan, antara
lain yang terpenting adalab Mubammegiiyahi.

Masuknya pahbam pembabarian ke Indonesia di awall oleh
dibukanya Ternsan  Jues (1869) yang  memanghinkan  semakin
banyaknya umat Islam Indonesia menunaikan ibadah  haji ke
Tamab  S[uei. Tidak jarang mereka menetap di o sana  hingga
hertahun~tahun,. Rersamaan dengan membengkaknya jamazh  haji

1Kacung Marijan, Quo VYadis N etelah Kembali_ ke
Khittah 1926 (Jakarta: Erlanagsa, 1992), h. 1, atau lihat
pula  dalam  KH. Saifuddin Zubwi, KH.  Abdullah Hasbullah,
Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama (Jakarta: Yamuru, 1972)

he 6.

Clhairul Arvam, Pertumbuban dan Perkembangan Nahdlatul
Ulama (Sala: Jatayu, 198%5), k. 1. Lihat juga pada H. Anas
Thohir, et.al. (eds.), Kebangkitan Umat Islam dan Peranan
NU di Indonesia (Surabayea: FONU Kodya Surabayé, 1980) , h.

i,
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Indonesia ini, di  Timuwr Tengah sedang merebak ajaran
pembaharuvan dan purifiktasi ajaran Islam, seperti gerakan
pembaharuan Muhammad Abdul  Wahab vyang dikenal sebagal
gerakan Wahabivah, mattpun pemikiran Pan—-Iszlamisme
Jamaluddin al-Afghani yang kemudian dilanjutkan oleh kawan
sekaligus muridnya, Muhammad Abduh.3 Kontak pemikiran vyang
intensif antara para jamaah haji Indonesia dengan pabam
pembaharuan ini banyak berlangsung. sehingga ketika kemball
ke tamah air, para haji itu membawa serta pemikiran  untuk
memurnikan ajaran Islam dan membersihbkannya dari  unsur-
unsur  yang dianggap berasal dari tradisi di luar ajaran

Islam.

Tidak semusa kalangan mengadopsi pahbam pembaharuan it

secara bulat-bulat. Sekelompok ulamna pesantren (yang nota
bene  juga haii) menilai bahwasanya penegakan ajaran Islam
secara murni tidak mesti berimplikasikan perombakan total
[ ]
terhadap tradisi setempat. Setab yang disetut terakhir ini
bica saja diselarashkan dengan ajaran Islam sSeCara luwes.
.
Kalangan  yang dikenal sehagal helompok ulamna trasdisional
ink, karenanya mengambil upaya purifikasi ajaran  agama

Islam  dengan harap-harap cemas. Sebab bukan mustahil jika

hal  dtu dilakukan dengan terlalu frontal dan radikal akan

Suntuk mendapat gambaran gerakan Wahabiyah, lihat
antara lain pada: Arbiyah Lubis, Pemikiran M m
dan__ Mubhammad Abduh, Suatu Study Perbandingan (Jakarta:
Rulan Rintang 1993).




menimbulkan  goncangan dalam  masyarakat. Terlebih lagi
ternvata usaha itu  terindikasikan pendobrakan tradisi

Leilmuan  yvang selama ind dianut oleh para ulama pesantren
yang merupakan masalah dhilafivah Turuivah antara mereka
dengan  kalangan Islam modernis. Ferkembangan inilah  yang
aleh para  wlems pesantren lalu dinilai  sebagal ancaman
terhadap  kelestarian  ahla sunnabh wal-jamaah  yang mereha
anut. Qleh karerna itu, mereka  berupaya membuat  suatu
penyeimbang bagil amﬂé}ywakan pembaharuan ini, dan  dalam
aluwr inilah N terhwntuk_q

Latar helakang lahirnya NU ini perlu  memperoleh
perhatian sebab  karakteristik Organisast init kemudian
adalah berakar di sini. Hal penting yvang perlua dicatat dari

4Tentang masuknya paham  pembaharuvan ke Indonesia,
serta reaksi kalangan trasisionalis terhadaprnya, dari sudut
pandang "orang NU', lihat Marijan, 0p, €Cit., h. 1-17; Anam,
OQp, Cit,. h. 33-%6. Dari sudut.pandang  "kaum modernis',
Lihat  Deliar Noer, Gerakan Modern Islam dji Indonepia
(Jakarta: LF3IES, 1980), dan dalam visi objektiv seorang
pengamat  asing, lihat Manfred Ziemelk, Pegsantren Dalam
Perubabhan Sgsial. alih bahasa BR, Scendjojo (Jekarta P3M,
1984) . h.  S9-46&6. Jelas, bukan pabham  pembaharuan an-sich
yar dipersoalkan oleh ulama pesantren. Mereka dapat
menerima paham  itu.  Ulama-ulam NU seperti KH. Hasyim
Aoy "ari, KH., Wahah Hasbullah, sebagaimana KH. Ahmad Dahlan
{pendiri Muhammadiyah), pernah selana hertahun—tahun
meeriimba 1lmua di Mabkah, dan endah barang  tentu, menyerap
pula  pengaruh gerakan Wahabiyvah dan lainnya. FPerbedaan
antara  Wama  tradisionsl dengan  kalangan  yang  kemudian

dikenal dengan kelompok Islam Modernis .di Indonesia
tutk an lah pada  perscalan menolak  atawn menerimna paham

pembaharuan, tetapi  menvesuaikannya dengan  tradisi  yang
merak & art . Litat Einar Martahan  Sitompul,  NU dan
Pancasila (Jakarta: Fustaka Sinar Harapan, 1989), h. S98-62.



31
proges. kelahiran vyang pada hakekatnya merupakan reaksi
terhadap arus pembaharuan  Islam dan  situasi kelonial
tersebut, yakni bahwa pola perilaku reaktif terhadap arus
pembaharuan  Islam dan situasi kolonial kala itu, ternyata
menjadi  inheren dalam dinamika NU  selanjutnya. Refleksi
pela perilaku reaktif NUEInd antara  lain yang  akhirnya
membawa keluarnya NU dar: Masyumi yang hemudian  belakangan
FFF setelab diawall oleh rasa kecewa terhadap keduanya.

Apa yang dapat disimpulkan dari wacana di atas, bahwa

betapapun  NU terutama sekali lahir dan  berdiri  sebagai

organisasi sosial-keagamaan, namun kibaran panji-panji
k€7 E R ME G vang ada telah dipikul dengan semangat  politis

yvang cukup jelas pula. Visl politis jamaah yang terwadahi
dalam NU, dengan subr-sub wadah berupa pesantren, tercermin
misalnya dalam sikap eskapisme mereka berhadapan  dengan
kolonialis. RBaik secara Tislbk dengan mengundurkan divi dari

daerah  wrban ke daerab pedesaan yang  relatif jauh  darid

yaurgkanan e liovtha o g secarra ps thologis dengan aengauhi
segala hal yang diangap berban Belanda, seperti  pemakaian

dasi, bahkarn celana panjang {(dalam hal mana  kalangan
modernis berpandangan lain).

Gejak awalpur,  NU mmmﬁunyal potensy  polaitik yang
tidak dapat dianggap kecil. Disamping sebab yvang mendasar
hahwa  dengearn karakterastiknys yang universal, Islam  tidak

bisa dipisahkan dari politik, dan sebaliknya, politik tidak
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bisa dipisabkan dengan Islam, maka seperti di catat dalam

Saifuddin Zuhri,
Sejak lahirnya, aspirasi yang melingkupi NU  adalabh
aspirasi pesantren .... Baik pesantien selaku
persematan (pembinaan) kader-kader ulama dan pemimpin
Islam tetapl pesantren juga pembina potensi gerakan
yvarg  sejak  dabulu diakui oleb baum intelektual
sebagal media pendidikan yvang praktis  dan Lefektif
menbentuk potensi yang bergerak (tidak beku) .

Keeratan NU derger pesan tren selaras dengsan
tujuannnya vang hendak melestarikan ajaran ablu sunnah wal-—
Jamaah, yang merupakan meteri terpenting yang diajarkan  di
pesantren, yang tercermin dari diajsrkan kitab-kitab klasik
(kitab kurming). Fecantren sendiri  memiliki perkembangan
yang cukup unik.  Antara satu pesantren  dengan  lainnya
umumnya terdapat suatu hubungan geneslogis yang rumit dan
kokoh, Jaringan ini  tidak  muncul  dengan sendirinya,
melainkan  buah  dari uzaha yang direncekan secara matang
dalam upaya melestarikan tradisi pesantren vang dilakukan
dengan mesmbangun colidaritas dan kerjs-sama vyang sekuat-—
kuatnya antara sesama kyal. Cara praktis vyang dilakukan
adalah dengaean mengembangkan  suatu Jaringan aliansi
)

perkawinan endegamaus  antara  keluarga kyai. Eratnya

ﬁﬂaifudMiﬁ Turri, Op. Eit., h. 118 .

“Terntar Pbaangan kekerabatan antaréa pesantren,
Ehususnya  anlara kyal, lihat Zamakhsyari Dhofier, JTradisi
Fesantren {(Jakarta: LF3IES, 1290), h. 61-99.
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hubungan antara pesantren vang diikat oleh tali bekerabatan
ini, yang tentu saja ditopang oleh socko guru ikatan akidah,
menjadikan pesantren sangat potensial sebagail hasis getrakan

politik. Dan disinilah NU berakar.’

2. NU Masa Kesadaran Politik (1934-1952)

Selama beberapa waktu, orientasi politik dalam diri
NU  memang masib bersifat laten, dalam pengertian  babwa
sepanjang waktu itu NU masih tidak terlibat dalam gerakan
politik praktis. Lahan politik ketka itu praktis menjadi
garapan golongan pasionalis dan segelintir golongan Islam
modernis yang berada di Serikat ITeslam (SI).

Crientasi pelitik NU baru muncul secara lebih terbuka
setelah  tampilnya  beberapa tokobh auda MU seperti Wahid
Hasyim, Mahfudz Siddig, dan lain-lain. Lahirnya sekelompok
generasi  muda ind dalam tubub MU sekitar pada pertengahan

dekade tiga- ﬁuluhan.a Ruah konkret  semabkin bertumbuhnya

‘sebuah ilustrasi menarik adalah apa yang dikemukakan
oleh Zainal Arifin Thoha dan M. Aman Musthafa, bahwa NU
dikatakan sebagai "pesantren besar"  sementara pesantren
adalah  "NU Fecil". Fola seperti ind merupakan baltur o yang
bhas di Indonesia. Lihat pada: Pengantar, dalam M. Fajrul
Falaakh, et.al. Membangun Budaya Kerakyatan, Kepemimpinan
Gus Dur dan Gerakan Sesial NU, (Yogyakarta: Titian Insani
Pfrecss, 1997), h. 8. ‘

Hﬁhajrul Arvam menyebuthan babwa munculnysa tokoh-tokoh
muda itw merupakan satu dari tiga fenomena  yang menandal
awal  perbembangan MU setelah  muktamer 1X (19343 . Dua
fenomena lainnva  adalah  pemisahan  bidang Swwrivah  dan
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arientasi politik itu adalah bergabungnya NUJ dengan Majlis
Imlam A'la  Indonesia (MIAL)Y  tabuarn 1939, MIAL sendiri
dibentuk pada tahun 1937 atas dasar keinginan untuk membuat
tali  persatuan  wmat felam Indoresia, Sebkalipun dua dari
enpat  tokoh  pendirc MIAT berasal dari NUL mamun mereka
hadir atas mnans pribadi. Baru e Labnar Eemudian, MY turat
- oLy . c .
hergabung dalam wadaly MIST ind. Dalamasumsi Syafii Maarif,
MIAT didirikan karena terdorong olebh contah varg kompetitif
‘ e variel Ferimalia memime e o 4o b or a4 o 10
dari golongan sekuler vang heruzaha menpersatukan diri,
MIST SECHEE WML memang  bergeral  daleam bidang

Mamun begitu, dalam setiap abtivitasnya sarat

mratan-miatan politie. Tidak lein adalah  Earena

Tanfidrivalb dalam Mub tamear itu, setelab s be lumnya sidang-
Sidang  selalu  dipimpin oleh Syuriah: serta dibenahinya
tata—cars sidang. Libat Aram. , Op. Cit., h. 89-91,

Mrar didirikan oleh KH. Bahab Hasbullah (NU), EH. A,
Dahlan  (NU, bedakan dengan KH. Ahmad Dahlan yang pendiri
”Hhmmmndtynh‘ dars telah meninggal pada tabun PE2XY . KH. Mas
Mar s (Muhammadiyah),  dan W, Wmndmamigena (81). Fada
avaliiya, vang  meniadi angoota federasi organisasi  ini

adalah: 51, al=Tslam (nmlu). CFersyarikatan Ulama
(MeJalengka), Mubammadiyah, . Hidayatul Islamiyah
(Bariyuwangi), -~ al-Khair iyah  (Surabaya), dan al—-Irsyad

(Surabiaya), Tentang pembentukan MIAI ini, lihat Moer, Op,
Cit., h. 260-247.

. avafii Maarif, Islam dan Masalah Keneqaraan
(Jabarto: LRI 1932%), h., 9. Bgaknya yang dimaksud adalah
o been by o PRE ([grmufakmtan Ferhimpunan  Kebangsaan
Indoresia Femudian Fermufakatan Falitik Fengejar
kKemerdebaan Indomesia) di awal tabun I0-an. Organisasi Yanag
belahliramayas torut dihidani olebh 81 inid ternyata  kemudian
tidak  lebtdd dari sekedar wadah legitimasi Lenflik  antar
galangan  Tolam dan nasiconal g sekuler, LLihat Noer, Ibid.,
Be 2&1-310
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politik merupakan bagian universalitas Islam, sebagaimana
bidang ekonomi, hemasyarakatan, dan seterusnya. Setiap
Kongres yang diadaban (1938, 1939, dan 1941) praktis selalu
membt:uahkan  upaya uantuk mempengaruhi kebijakan  pemerintah
Belanda, yang dilakukan melalul pengajuan tuntutan—-tuntutan
kepada pesmerintaty, bailk dalam hal vyang secara langsung
berkalitan dengan masalah keagamaan maupun  tidak. BRahkan
magelabr Interpasional, misalnya Falestina yang mulai muncul
saat.  Ltu, tidak luput dari perhbatian Miat. ! ketika GAPI
(Gatungan Politik Indonesia, sebuah gabungan partal politik
sekuler) tampil membawa tema tuntutan Indonesia berparlemen
kepada  pemserintab, MIAL memberikan  dukungan. BRetapapun
dukungan itu bukannya tanpa reserve, seperti yang kemudian
tergambar Jjelas ketika tuntutan MIAI pada akhirnya adalah
Indonesia "berparlemen yang berdasarkan Islam".1%

Fola interaksi vyang dialami dalam MIAI membawa
pengaruh  besar terhadap NU. Muktamar NUJ XV (1940} di
Surabaya seolah menjadi ajang penegasan tuntutan—-tuntutan
yang dilontarkan MIAI, termazuk tuntutan NU antara lain
adalah dengan dilakukannya perbaikan—perbaikan seperti
diberlakukannya pertolongan kepada jamaah baji  Indonesia
vang terperangkap akibat pe}ang antara ERelanda—Jerman,

it o Shin et e e ot e it bt e et bt o b oot heme ot oo ohons N

M noer, Ibid.. h. 265-267.

21pid., b. 289,
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mencabut  Gure  Ordonantie (1923) yang dianggap merugikan
umat  Talam, dan seterusnya. Satu  keputusan  lain  adalah
menyangkut siapa  yahg yang menjadi presiden  di negars
Indenesia nanti. Dalam sebuah rapat tertutup yang cdihadiri
aleh tima tokoh NU, dihasilkan keputusan dua orang calaon
presiden: Sukarno darn Muhammad Hatta, dengsn 10 suara urituk
Gukarno, dan satu suara untuk Hatta.lﬁ

Tidak ada satupun ketentuan yanyg gdiajukan itu  sempat
mamperoleh pem&nuhan, Letika bedudukan Jepang dua tahun
kemadian  membuat P sl an tidak lagi relevan. Regim
Lalonial  barw ini segera tampak lebih represif dari pada
regim cehelumnyas Semia arganisasi politik dibekukan, dan
cptiap kegiatan politik dilarang sama sekali. Orang Islam
yang semula berbarap  hanyak kepada  Msasdara tua"  yang
membehaskan mereka dari  hekuasaan “kafir" Relanda itu
SEQET & menemukan kekerawaan mendalam. Lebit lagi  ternyata
tagi  Jepands cehagaimana Relanda, terpisabnya Telam dari
politik adalab bagian dari rencana Wnimny a, dan karena itu
mereka  tetap mengawasl secara hetat organiﬁaﬁi~mrganisa5i

Islam, utamanya kepada pendidikan Islam.t?

Langkah pertama

RETRpuppepe PRI REE SRS

Wapam, 0p. Cit., b 1156

14T@ntang umat Islam Indonesia pada masa pendudukan
Jepang, lihaty Hairy J. Renda, Bulan Sabit _dan Matahari
Terbit, alib-babaué Demiel Debbidae (Jakartbes Pustaka Jaya,
19280) . Sebagai perbandingan denagan perlakuan Belanda kepada
umint  Talam  di Indonesis, lihats: Agib Sceminto, Politik
Islam Hindia Belanda (Jakarta: LPEES, 196805} .
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vang dilakukan Jepang adalah dengan mendirikan Kantor
Urusan Agama (Shumubul) yvang kemudian dipimpin oleh EKolonel
Horrie, dengan tindakan pertama menempatkan semua rumah
ibadah Islam di bawah pengawasan tentara Dai Nippcm.15

Tindakan selanjutnya adalah pengupayaan terbentuknya sebuah

arganisasi federasi Islam antara lain ditunjuk untuk
menggantikan MIAT vang terkesan anti  kolonial. Maka

dibentuklah Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada

tahun 1943 i mana  NU, sebagaimana dalam MIAT,

1é

tersubordinasi di dalamnys.

Dalam masa ini sebenarnya NU memperoleh  beberapa
konses i seperti yang tampak pada pengangkatan  Rais  Akbar
N, Hadratus Syeikh KH. Hasyim Asy ari, sebagai kepala
Shumubu (menyusul Husein Diajadiningrat vang menggantikan
Horie) serta sebagai Ketua Umum Pengurus  Masyumi  yang
pertama, sehingga NJ dimungkinkan untuk  memainkan  peran
yang cukup berarti. Keuntungan ini, ~—kalau memang muangkin
untuk divatakan demikian-— dimungkinkan setidaknya oleh dua
hal, Pertama, sikap NU terhadap Jepang terlalu lunak, kalau
bk an oportunistik. Rerbeda dengan sikapnya terhadap
Relanda, maka  terbadap Jepang, MU lebih  bersikap  lebih

iIbid., h. 147.

LoMartin var Bruinessen, T 1 5 1 agi—
Kuasa, Pencarian Wacana BRaru (Jogjakarta: LKiS 1994) h. 61~

£
Dl .
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kooperatif. MU bersedia  duduk dalam Chuae Sangi—1in,
sementara urtul hadan serupa di jaman BRelanda, Valksraad,
cama sekall menalak. Anam melibhat bahwa sikap semacam itu

didasari oleh pemi bk iy an bahwa kemerdekaan Indonesia hanya

tingaal waktu saja, sehingga perlu dimanfaatkan isu
Lolaborasi cherigan Jepang dalam  bentuk apapurn guna

B . 1 7 I3

tercapalitya pemerdekaan itu. >’ Sikap lunak N terhadap
Jepand tentu saja sepanjang tidak  melemahkan gendi-sendi
agidab  Izlam. Terbadap perintan urituk  melakukan Reilkerel

(ritual penghormatan kepada Tennc Heika dengan cara ruku ke

arah  matahari terbit)  misalnya. MU e juk ki an gikap
menentang yanag sangat Feras, cehinggea muncullah

pemberantakan hersenjata di Singaparna.la

Keoua Rerkaltan  denagan Leinginan Jepang untuk
menggalang camua hekuatan anti-Relanda ke pihaknya,

cehingga mereka perlu menberikan  perilaku bail o serta
pemenuhan Lelnglinan Secara balk pula, terhadap umat Islam
. o R ; s 4 e 19 Sy
Khususnya  yang herada di pedesaan, MU maw tidak  mau
adalab kuncinya.

Quatu manfaat lain yang bisa dipercleb NU dengan

sziasat sikap lunakinya terhadap  Jepang adalah berupa

Yanam. . Op. _Cit., bi. 114124,
I8 ipat Sitompul, Dp. Cit.. B 92

% e, Dp. Cit., h. 141.
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pelatiban keterampilan militer bagil para santri dan kyai di
pesantren, yvang kemudian melahirkan milisi-miligi Hizbullah

. . 0 . R . . . . R
darn  Sabilillah. <Y Kedua milisi ini selanjutnya, setelah

b o
Femerdekaan turut menjadi kompartemnen TNT pada awalnya.“l

Falangan  NU O memandang pada umuinnya,  saham  mereka  pada
perijvangan  fisikmempertabankan kemerdekaan disumbangkan
merlalui milisi itw.  Sementara di panggung peErjuangan
politik, peran NU tersalur melalul Masyumi, yvang dibentuk
setelab proklamasi.

Yang disebut terakbir  ini adalah sebuah partal
politik varng herbeda dan terlepas  sams sekall dari

organicasi  dengan nama yang sama di Jaman Jepang, kecuali

“Oanam, Op. Cit., h. 119.

“ITNT lahir sebagal paduan tiga  unsur  pokok  vang
MAastng-masing mem}liki karakteristik-karakteristik berbeda.
Pertams ., ehas etentara  KNIL. Felompok  ind MmEmELTy al
Kemampuan  yang cukup baik dalam tugas—tugas staf, Ferwira
TNI. yang betweal  dari kelompok  dind adalah Masution.
Simatupang,. Wip Sumcharjo, dan sebagainya. Kedus, bekas
prajurit FETAL Nama-nama sepoarbl . Suadirman . Mambang SUGen,
maup vang lebdih junior seperti Ahmad Yani, Subarto dan
Taitmya, adalab beroasal dari kelompokr ini. Ketige, behkas
laskar—-laskar perjuangan.  Yaitu  kelompok milist Y ang
mems ik afiliamsl c-baok polatik maupan etrits-- beyaneha
ragam. Hizsbullabh dan Sabilillah berada dalam kelompok  ind.
Mengenal  unsuer-unesur dalam TNT dnd, libat Yahya Mahaiminog,
Perkembangan Militer dalam Pplitik di Indpnésia 19451966
(Yoysabarta: Gajah Made Undiversity Fress, 1982, h, P BN
ataw lihat pula Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesja
1949-1967, «lih bahosa Hosan Hasars (GGakar tar LEOES, 17885,
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Masyuml sebagal satu-gatunya partail Islam tidak dapat
tertahan lama, bahkan sejak awal-pun tidak utub. Dalam  dua
bulan yang sama terbentubnya Masyumi, di Rukittinggi, Ferti
Juga menyatakan diri sebagail partai politik Islam. Dan  Dua
tabunkemuadian, varena  adanva peluang untuk  duduk  dalam
Kabinet Amir Syarifuddin, sementara Masyumi menolak peluang
ini, Ferti mesutuskan keluar dari Masyumi  dan  tampil
5ehagmi partal pm]itik.gﬁ Dengan alasan tersendiri, lima

tahun kemudian NU menyusul.

(A

. NU sebagai Partai Politik (1952-1973)

Struktur Fimpinan Pusat Masyumi terdiri dari Fimpinan
Fartai vyang melakukan tugas eksekutif sehari-hari) dan
Majlis Sywro (semacan Dewan Fertimbangan dan pemberi fatwa
Fimpinan Fartal dalam garis besar tindakan partai). Secara
tradisional posisi penting dalam Majlis Syuro dipegang oleh
torob-tokoh dari MU, Sementara pimpinan partai yang sangat
dominan  diisl oleh kalangan pembaharu yang biasanya para
intelektual . Sebenarnya struktur pimpinan cemacam ini lebibh
banyak menimbulkan perscalan  kompartementalisasi  antara
wnsur dalam pertal federral ini. Terlebib lagi tidek pernah
begitu jelas perincian tugas antara kedua struktur pimpinan

it Buasane hubungean  antara  keduanya  sangat  kondusif

~y
A

&

Ibid.. h. 7&-77,
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terhadap konflik, dimana akhirnya Majlis Syuro terus
menerus digiring kearah peran yang semakin tidak berarti,27
cehingga akhirnya hanya menjadi "dewan penasehat"” vyang
seringkali tidak begitu diindahkan. pDi sinilabh bersumber
kKekecewaan NU terhadap Masyumi yang muncul kemudian. <o

Qumber  lain adalah berkaitan dengan jabatan Menteri
Agama dalam Kabinet Wilopo. Dalam klaim NU, kursi Menteri
figama adalah bagian merehka, cebab disamping sudab  demikian
adarya sejak  awal kemerdehaan, NU menilai babwa dirinya
sehagai  cerminan  dari  mayoritas umat Islam Indonesia
dilihat dari segi "ilmu, akidah, dan amaliahnya" . Namun
barena pertimbangan—pertimbangan lain, Masyumi mengajukan
nama Fakibh Usman (Muhammadiyah) kepada formatur kabinet
urituk jabatan  itu. 8 April 1932, hanva dua  hari  dari
pencalonan ity disetuiui  oleh  formatur kabinet, NU
memutuskan keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai
Pmrpml.zq

-~y . . . .
D perubahan s trubtor organisasd Magyum dari  periode

ke periode cukup mengaambarkan kelemahan peran Majlis Syuro
di dalamnya. Lihat Ibid.. bh. &9-71.

281pid., h. 80-81, tuntutan NU ini dapat juga dilihat
pada, Syafiq A, Mughbni, Hasan Bandung P mikir dik
(Gurabaya: Binw [lmu, L30Y, h. 92.

x T@ntanQ berbagail peristiwa ind, lihat Deliar Noer
1bid.. 79-94, atau dapat juga dilihkat pada M. Ali Haidar,
Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Figh
dalam Politik., (Disertasi, IAIN Gyearif Hidayvatullah,
Ciputat 1991), b. Te-74
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Sebab-sebab itulah  yang umumnya dipandang sebagai

faktor pendorong keluarnya NuU dari Masyumi . tapi
Zamakhsyari Dhofier melihat penyebab lain  yang lebih

menentukan. yaitu dinamika internal NU sendiri,., KH. Wahid
Hasyim, Fetua Umum  FBENU  kala itu, memandang bahwa
organisasi yang dipimpinnya telah semakin condong ke dalam

percaturan politik. Tokoh—tokoh MU mude seperti  Idham

Khaiid, Saifuddin  Zuhri, Saichu dan  lainnya semakin
memer Luk an Fuarng  getak  yang cukup  luas  dalam arena

I3l

politik ... (dar hal itu akan) dapat terhbuka dengan lebih

leluasa setelah MU dapat berdiri aphbagal partai politik“.30

Ferubaban NU menjadi  parpol, membawa umat Islam

Indonesia Fedalam dikhatoml Lepemimpinan politiks
kepemimplnan politik  kaum  modernis g Masyumi o dan

kepemimpinan politik kyal (ulaina) tradisional di NU. Lebih-
lebih laga, Bal  dtu duge membawe pei-ubiabian dal am
perimbangan Fekuatan-kekuatan politik Indonesia saat  itu.

Hasil-hasil Femilu 1955 mesberikan  gambaran  yang jelas

307amakhsyari Dhofier, KH. A. Wahid Hasyim Rantai
Pembangunan Peradaban Pesantren dengan Peradaban Indonesia
Modern, daleaun Prisma. Agustus 1984, h. 80. Keinginan Wahid
Hasyim untuk mencari ruang gerak yang lebih leluasa bagi NU
tidak memudarkan obsesinyas akan persatuan umat Islam dalam
gatu wadah. Sehingga setelah NU keluar dari wadah Masyumi,
dia mendirikean Liga Muslio Indonesia, vyang sekali lagi
diharapkan dapat menjadi wadah federasi bagi umat  Islam
Tndonesia, Lihat  Ibid.,. Dalam hal ind, Wahid Hasyim
MEMEArTY al Jalan pikiran yang berbeda, Falau buk an
ber Lawanan dengan puteranya yang khontrove al, Abdurrabman
Wahid. Lihat catatan kaki nomor
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tentang perimbangan  kekuatan baru itu. Di  sini, NU
mendapathkan peroleban yang mengejuthan, 18,4 % dari seluruh
suara yang sah, tidak jauh dari Masyumi, 20,9 %. Hasil ini
malath  jauh lebih mengesankan lagi di prmpinﬁi~prmpinsi di
mana  NU  mengakar sangat buats 34,1 % di Jawa  Timur dan
hampir B0 X di Kalimantan Selatan. Herdasarban  angha,
kelompok  pendukung NU berasal dari daerah Jawa  Timur dan
Tengah. Selenghapnyd, jumlal kursi empat partai besar dalam
parlemen sementara dan cotelah FPemilu adalah ;o1

Jumlah Kursi/Persentase
Sehelunm Femilu  Sesudab Femilu  Suars Keseluruhan
FMI 42 &7 2x,3 %
Masyumi 44 57 20,9 %
NU 8 4% 18,4 %

FiK1 17 a9 16,4 %4

Mengingat MU adalah  partai  yang  relatif Brar it
sehingga persiapan uptul menghadapl Femilw holeh dikatakan
burang  Jika dibandingkan dengan partai-partsl lain, maka

perolehan di atas sunaguh di luar dugaan.

Mpi ambilkan  dari Herbert Feith, The pecline of
Constitutional Democragy in Indonesia (Ithaca, NY: Cornel
University Prees 19621 474),  sebagalnana dikutip aleh
Martim van Rrwinessen, Op. Cit..




4%

iy
e

Matirus Irsyam” menilai  bahwa prestasi NU itu
dimungkinkan oleh adanya perubahan dalam tema kampanye Yang
dilakukan. Dari tema kampanye yang semula senads  dengan
Masyumi (tema-tema yang agak naif sepertis  Siapa memilih
MUY, maka akan masuk SY UGt oo ) s merjadi tema yang lebib
mencanjolkan garis batas antara MU dan partail lain,
Ehususnya Masyumi. Untuk dtu, MU melontarkan  disu  tentany
keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan DI/TII, serta ulah
FII dengan  Madiun  Affalr-nya di  tahun 1948, Sehingga
ceolah-olak, MU menawarkan Ujalan selamat" bagl umat dengan
memberikan suarenya kepada ML

Ragi A. SByafii Maarif, Taktor penentu  terpenting
prestasi MU di atas adalah  banyaknya jumlah  pesantren
derngan  kyalinya y&ang berpengaruh di liga pesantren  yang
menjadl basis masha MU, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan
Kalimantan Selatan.

. .eehagian besar kyal itu adalah penyokong-penyokong

MU yang  tangguh. Dalam memperebutlkan suara bagi

kepentingan  REMERangan politik, para hyai mempunyai

pEiranan atrategls, Ehususnya didaerah pedesaant

aeclanghan 1@hihwgarj 70 % Indonesia masitb merupakan
daerah pedesaan.””

Mabrue  Irsyveam, Ulama dan Partai Politik (Jakarta:
Y iy asan Ferkhidmatan, 1984), sebagaimana: dikvutip dalam

ey

gitompul, Op. Cit.. M. 120,354,

-rer

FAn . Qyafii Maaraif, Islam dan Masalah Kenegaraan. Op.-
Cit.. h. 16,




46
Apapun, vyang pasti prestasi spektakuler itu telah
membuat posisi NU kian menguat. Setidaknya, itu  tercermin
dari perolehan kursi NU dalam kabinet koalisi yang
terbentuk tidak lama kemudian.34 Jika dalam kabinet
sebeluumnya HNU banya memperoleh dua jabatan menteri, maka
pada kabinet baru itu, NU mendapathkan enpat jabatan:
Menteri Dalam Negeril, Menteri FerekonOmiar . Menteri Sosial,
dan Menteri Agama, disamping Jjabatan Wakil Perdana Menteri
11 vang dipegang aleh Idham Hhalid.35
Kabinet koalisi FNI-Masyumi-NU tersebut, sebagaimana
kabinet—kabinet lain dalam proses interregnum Demokrasi
Liberal ini. tidaklah perumur panjang. Kurang dari setahun
cemenjak  memulal masa berjanya, kabinet ind jatuh dan
digantikarn aleh Kabinet Karya vang dipimpin  oleh Juanda,
cebelum akhirnya Dekeit Freciden % Juli 1959 membawa sistem
politik Indonesia ke dalam era Demokrasi Terpimpin, setelab
herapa waktu jatub-bangun dalam NDemakrasi Liberal.
qetelah  Jatuhnya kabinet koalisi ini, peran partai

Mparhatikan bahwa tidak ada partail yang memperolen
suara mayoritas dalam Femilu 195%. Sehingga kabinet yang

terbentuk Lemudian  adalah  hasil  hkoalisi antara FNT
Masyumi, dan  NU. Sukarna  sebenarnya  menginginkan FiI
diikutkan dalam boadisd dtu, tapd MU dan Masyumi menolaknya

v

dengan keras. Libat Ibid., h. loo

35Tentanq Lomposisl kabinet di Indonesia dari masa ke
MRS o lihat antara lain Mashuri Maschab, Kekuagaan
Ehgekutif di Indonesia (Jakarta: =T Rina Aksara, 198%), h.
2R-110.




47
politik semakin merosot sama sekall. Fabinet karya yang
foarmalasinya gdisusun oleh "warga regara Sukarnoc”,
dipretensihan sebagal kabinet ebstra parlementer yang nan-
partal, sekalipun mengikut sertakan beherapa tokoh partai
Y arng diwakili di parlemen. Gelama beberapa waktu dalam masa
transisi  di Demakrasi Terpimpin, partai-partal politik
termasuk  NU, memindahkan "medan tempurnya" dari palitik
praktis kepada perjuangan ideologis tentang dasar negara
dalam Majlis Konstituante.36 Dalam perjuangan ideologis itu
pada mulanya ada tiga usul yang diajukan sebagal dasar
negara adalah: Pancasila, Islam dan Sosial-ekonomi. Karena
sedikitnya usulan v ang dikemukakan terakhir, maka
perdebatan masalah dasar negara dalam bonstituante adalah
hanya meliputi dua usulan yang pertama. Cukup dikatakan
hahwa suara MU (meshkipun NU merndukung usulan Islam sebagail
dasar negara) dalam perdebatan it tidak seberapa fokal
jika dibandinghkan dengan kalangan Islam Madernis, khususnya
dalam Masyumi, seperti Natsir. Fersisnya NU tidak segigih
kalangan modernis dalam memperjuangkan Islam sebagal dasar

.....

M CGAITa

.'“.E"““‘)M&(ar jA f . x gE. Clt

FTuntuk membahas perdebatan ideologis antara kelompok
[slam dan  gelongan nasionalis, lihat Ibid., h. 142-176.
Lihat juga Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni
1945  (Jabarta:r CV. Riajawali, 1984), h. Z1~101, atau lihat
Juga  dalam, Endang Qaifuddin Anharilawasan Islam, Fokok—
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Dalam Demokrasi Terpimpin, panggung pentas politik
Indonesia praktis  dikuasail oleh  tige aktor politik:
sukarno, PKI, dan Angkatan Darat, dengan menyisakan sedikit
porsi peran yang tidak berarti untuk partai-partai politik
yang ada. Hebarapa partali politik justiu tidak memiliki
daya SV vl herhadapan dengan upaya penyederhanaan
kepartaian  yang dilakukan aleh Sukarno, sehingga akhbirnya
hanyea tersisa  sepuluh partal. Masyumi  termasuk Yarg
disingkirkan, terutama kKarena beterlibatan tokoh-tokohnya
dan b am pemherontakan  FRRI. Gementara NU karena sikap
akamodatifnya lebih mampu pertahan. Dalam catatan A. Syafii
Maarif:

Sayap pesantren, yaitu N bersama PEIT  dan Ferti,
diijinkan hidup dibawah payung Demokrasi Terpimpin.
Dengan  gaye mereka masing-masing  partai-partal ini
terlah melakukan herbagali langkah penyesuaian diri
dengan berbagal perkembangan politik  yang rumit.

Strategil dasarnya adalah bagaimana menyenangkan
sesepuh (Bukarno) dan menjaga  agar Sukarnc  tidak
menjadi berang _sehinggsa bersedia melindungi

kepentingan mereka.

Walaupurn  demikilan, upéayd untuk menggalang  persatuan
umat Islam terus-menerus dilakukan oleh MU, terutama untuk
mengimbangl  kekuatan FEI vanag terus membesar. Retapapun

oportunistihngya MUt terhadap  regim Demokrasi Terpimpin,

e Continued. .. .
pokak Fikiran tentang I=lam dan Ummatnya (Jakartas frajawali
Fara, Cot. TIT, 1991), . DT 2T,

i

BMawrif, Dp. Cit., h. 184.
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namurs  berhadapan dengan FKI NU tetap memilih untuk berada

9

dalam “garis keras"-nya.”  BRahkan betilka semakin jelas
adanya tindakan PR Y aric memberikan latihan dan
perlengkapan militer kepada pemuda-—-pemudanya, maka Subhan
¥, seorang tokoh muda MUY (betapapun  hal  ini dapat
dipandang sebagal refleksi pola perilaku  reaktif PMNu ),
segera mengkoordinir pemuda~pemuda dari PMII, HMI, Anshor ,
Muhammadiyah dan Bahkan kemudian FMERI, dan  merencanakan
wrtuk  mengimbangi usaha FEKI itu. Latiban kemiliteran bagil
para pemuda yang digalang Subhban ZE masib berupa  rencana,
Fetiba  suatu "pratiera politidt” meretak  di hari pertama
bulan Oktaber 194% dan mernandal tabap amal dari serangkaian
proses berakhlvrmy/a ora Nemobrasi Terpimpin.

Pearist Lwa P abiaan ade ta oleh apa yang menamakan

dirinya G-30-5 vyang melibatban kalangan ini, termasuk

L S U U suE dari dua aktor dari segitiga kekuasaan
Dempkrasa Terpimpin, FEI - dan Angkatean Darat sEQEra

meninggalkan epilog panjang: meluasnya perasaan anti-FKI di

balangan masyarahbat 3 runtubnya  pola  huabungen megltiga
Sukarno-FEI-Angkatan  Darat yang menaikkan militer sebagail

daginator kekuasaan: krisis ekonomil dan Inflasi yvang parah:
disamping tentu saja kricls politik vang nyarls membawa

IPy '

“Tentang  upaya-upaya (yang bebanyakan  benar-benar
berhenti sebatas upaya tanpa hasil yang memaskan) NU untuk
getidab-tidaknya mengimbengi PRI, Yihat Anam, Op. Cit.. h.
ERSCEER B

LT
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negara  kwe Jjurang chaos. FPengggalangan kekuatan anti
komunis yang pernah dilakuban Subhan ZE akhirnya menemukan
relevansinya, dam terbentuklah  KAF- Gestapu, sebuah
kekuatan aksl pengganyangan G-70-8 yang kemudian "menuntut
dilarangnya FKI, dibersihkannya kabinet, parlemen, MFRS,

dan semua lembaga negara dari  orang-orang  komunis  dan

. - ¢
simpatisan merekat, 49

NI} dengan pemuda anshor-nya telab memotorl akel anti-
PET  di kalangan sipil segera setelah G-30-9, dan NUJ pula
vang lebih banyek terlibet dalam pembantaian yang dilakukan
dengan  sepengetahuan,  kalan  bukan  digerakkan,  Angkatan
Darat, PRahkan di  Jawa Timur, Anshor  bergerak  spontan
mendahglui tentara. Antara 200,000 hingga 500,000 orang
terbunuh dalam penumpasan FRI eecara fisik itu, vang segera
disusul dengan pembubaran FKI =zecara formsl, sehari setelah

di tandatanganinya Swratlt Ferintah 11 Maret 1?6&.41 Sutr-at

408andhau5emm, Op. Cit., h. 379.

41M&ngenai pembantaian crang~orang  hkomunis  beberapa
bulan setelah pemberontakan 6-30-8, lihat Hareold Crouch,
Militer dan Politik di Indonesig, alih tahasa TH. Sumartana
(Jakarta: Sinar Harapan, 1986), h. 162-174. "Sikap keras NU
terhadap FEI (ini) bukan hanya karena motivasi  politik,
tetapi vang paling dominan adalah motivasi agama®, Anam,
Op. Cit., h. 244. Sundhaussen menilai  bahwa pembantalan
arang-arang FKI baik oleh kelompak Maslim dan kelompok lain
sebenarnya  buah dari arogansi mereka (orang FED) terhadap
lawan politik mereka di masa-masa sebelumnyans "Orang—-orang
Fomunis mencap lawan-lawan mereka sebagal setan—-setan desa,
musuh kontra revolusioner dari negara, sampah masyarakat.
Mereka memperoloh dan menghing agama yang menyebabban umat
Telamn untuk berjihad". Sundhaussen, 0p. Cit.. h. 387,
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Ferintah ini sekaligue melahirkan lahirnya sebuah  tatanan
pmlitiL barw yeang membawa Fomitmen untuk  "melaksanakan
Fancasila dan UUD 1945 secara awrni dan  konselkuen" serta
mengoreksl semuia kesalahan yang pernah diperbuat oleh Orde
~
Loame,

Betapapun sehenarnya Suharto, dengan Supersemar yang
secara de~facto adalah penyverahban kekuasaan pemerintah dari
tangarn  Sukarne kepadanya, telah memilikl legitimasi  untuk
berkuasa,  naman dia  tidak  wauw  bersikap  radikal  dalam
melepaskan Sukerno, sementara pada sisiyvang lain dia masih
ragu atas popularitas dan dukungan terhadapnya dari rakyat.
Suharto tidak matt herspehul asi dericyan kemunghk inan
hersatunysa penduakung  Sukarno Jika terhadapnya  dilakukan
tindakan bkeras, Dia kemudian mengembil cara (inkremental)

untuk  secara  bertahap mengurangi kekuassan Sukarno dan

43ﬁuhartu, tokoh sentral Orde Baru, menyatakan  tigea
penvelewengan dalam Orde Lama. Pertama, radibalisme ekstrim
Kird PET dengan segala cara berusabe memonopold hasil-hasal
revalusi dengan manghembusk an P J LAY A kelas di
Indonesia. Kedua, oportunisme politik yansg i dorong oleh
ambisi  di  kalangan  pribadi penguasa. Dan yang  ketiga,
penyvelewengan ekonomi yeng  lagi-lagi, di+ dorong oleh
EFepentingan prribradi.  Lihat. "Guharta  mengakhira tiga
pernve lewenagean”  dalam  Herbert Feith dan Lance Castles,
(eds. ), Pemikiran Pplitik Indonesia 19459-1965, alibth  bahasa
Min Yubhaar (Jakarta: LFIES, 1988), h. 132-1735.
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akhirnya melepasnya sama-sekaly, 47

Semitla NU, yang secara  pandangeannya tidak pernah
membenarkan perehutan  dengan cara apapun  agak  ragu-ragu
untuk  memberikan dukungan terbadap Subarto.  Nemun ketika
semak in jelas bahwa Subharto  cukup  mempunyal pijakan
legitimasi  vyang kuat untuk herkuasa, sementara pada saat
vang  sama  muncul  kekecewaan MU terbadap  Sukarno yang

44

terakumilasi cepat, maka MJ  secara luwes mengalihkan

dunkungannya dari Sukarno keada Suharto. Menjelang  akhir
Japuari (1967), MU, degan mengemubakan alasan moral  maupun

palitik, memisahkan diri dari Sukarno  dan menolak  Fel-

3Upaya ind  dilakukan  haik  secara konstitusional
dengan mengkan MRS agar mengesahkan  ketetapan-hketetapan
yvang diusulkan  oleh Angkatan  Darat  (terutama tentang
pengukuhan  Supersemar sebagai THF, MFRS  dan menuntut
tanggung  Jewab  terhadap Sukarno yang akbhirnya bermuara
terhadap upaya intensif untuk menyudutkannya) o Maupun
derngan jalan memperkuat tempat berpijaknya {Suharto)
sendiri dengan cara memapras perwira pendukung Sukarno dari
posisi  penting  Angkatan  Darat  yang  dilakukan simultan
dengarn  upaya vyang sama dengan  ketiga angkatan lailnnya,
batikan juga lembags tingoi negara. Lihat Crouch, Op. Git..
.  220-272, dan juga handinghkan dengan aundhoussen, R«

Cit,. h. 411,

44Dengan mengutip  KH.  UWabab Hasbullah darn KH.
Saifuddin Zuhri, Khairul Anam, menyebuthkan luntwinya
dukungan  NU terbadap Suksrno adalab karena dia tidak meaw
wituk  segera membubarkan PRI, sekalipun MU telah  berusaha
untuk mengartikulasikan tuntutan pembubaran FiKI itu  secara
konstitusional dan tidak lewat cara-cara ‘anarkis. Lihat
Anam, Op. Cit., h. 249. Tapi perlu dicatst hahiwea Cara-cara
bonetitustonal Lhu cuma merupakan eplisode bheriktut setelah
pada  episode beribatnyea NU mengguneakan Cararcara tindalkan
bekerasan yvang anarkise terhadap FEID.
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o
Nawakﬁara“.ao

Dalam tabun vang sama, tokoh-—-tokobh NU dalam
DFPR-GR menaaiukan memarandiam Y ang pada pokoknya
mengemukakan  beberapa indikasi keterlibatan Sukarno  dalam
G-30-8, dan karenanya DPR-GR dibimbau untuk mengundang MRS
quna  mengadakan sadang tstimena urituk  mencabut  kekuasaan
Sukarna.  Memorandum  ini kemudian  disusul  dengan  sebuah

resolusi vano meminta agar MERDS menganagkat Jendral Suharto
) Q C

sehagal Prmﬁiden.qh Dukangan NU terbadap ini  tidak lepas

dari sikap Suhartao sendiyi. Setelah menilail larak ter

gembong-gemborng MUY, para  penasehat  Suharto mengambiil
Kecimpulan bahwa bila mereka diberikan status dan dana bagi
kegiatan keagamaan dan lain—lain, Idham dan  rekan—rekannya
akan  mendukung Suharte sebagaimana merela telah mendukung
ST : . w3’
Sukarno di masa lampau’ .

Tuntutan yang segera muncul tegitu Orde  Baru  mulai

melangkah  adalah diselenggarakannya Femilihan Umum. Raik

Qukarno maupun partai-partaid politik sangat  berkapentingan

A5 "~ . v - .. .

1”bunhau55mn, Op. Cit. . h. 433, Pel-Nawaksara adalah
taporan pelengkap pidato utamsa Sukarno di depan sidang MFRS
der beengganannya untuklk mengutul FRI.

A4 . . . .
YOl ihat £ s Op. Cit.. Hh. DEO; lihat juga
Qundhanesen, Ibid., h. 434-4354,

1)

Ferenen, 0p._Cit., h. 296
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dengan  di adakannya Femilu dalam  tuwjuan masing*masing.48

Namun Angkatan Darat tentu tidak akan mengambil resiko.
Mengadakan pemilu yang hasilnya akan menggambarkan ke arah

mana  dukungan  rakyat mengalir, sementara Angkatan Darat

tidak biza menjamin popularitasnya di  kalangan rakyat,
adalah bunuh diri dilihat dari sudut pandang mereka. Karena
itu  pemerintah berusaha memperlambat tempo pemilu  dengan
Jalan  mengulur-ulur proses disahkannya W tentang pemilu.
Langkah pertama, seminar Angkatan Darat 19686 mengusulkan
rancangan U tentang pemila yang sedemikian rupa  sehingga
banvak mengundang kritik dari wakil-wakil rakyat di DFR-GR,
dany karenanya  Jelas tidak dapet di setujuil dalam  waktu
singkat. Akibatnya, pemilu vang semestinya dilaksanakan

pada  tanggal 5 Juli 1968, secara  teknis  tidak mungkin

49

barialan., Dalam  masa  Iinil  tercatat berdirinya sebuab

Fartai Maslim Indonesisa (Farmusi) pada tanggal 20 Januari
L PR, partai ini sebenarnya labir prematur dari  kandungan

keinginan  antuk menghidupkan bembali  Masyumi. Femerintah

aaﬁukarnm menginginkan pemilu karena itu adalah cara
yana efektif untuk mengurafgi?lkekudsaan Suharto yang  belum
memi ikl kesempatan untuk meengembangkan popularitasnya  di
balangat rakyat, [Lihat Sundhaussen, Op, Cit., h. 420, Atau
lihat  juga  Crouch, Op. Cit.y hb. 230. Sementara  tuntutan
partai-partai terhadap pemilu didasari oleh keinginan untuk
kembeala  meriggal i perang politik  mereka.  Dengan FPemilu,
dukungan « terhadap  parpol dari akar massa  mereka  masing-
maging ahed Termedalisie riil. Lihat Crouch, Jbid., h. 278.

< . . L .
4 Merogerial upaya penguluran waktu pemilu ani, lihat
antara lain Crowch, Ibid.. h. 278-28%,
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cecara tegas menolak keinginan tokob-tokoh Masyumi untuk
merehabilitas  partainya. sambil  mengingatkan tokoh-tokoh
ini  akan heterlibatan mereka dalam pemberontakan FRRI, -
Maka dengan rekayaa pernuh pemirintah terhadap etruktur
kepemimpinannya, berdirilah Farmusi .

Sementara itu  Angkatan Darat  terus mengemnhangkan
Galkar, yang didirikan tangggal 20 Ok tober 1964 dengan nama
Qekber Galkar, menjadi partner cekaligus lengan politiknya.
Golkar, yang tidak memilikid akar~akar kualt dibawah, segera

menggunakan apa  yang emadian  disebut  sebagal  "taktik

bk dozer" untuk  mengalihkan  suara partai-partai lain
terhadaprnya. Menghadapi  PNI, Golkar diuntunghkan oleh

Fermendagri Namor 12 tahun 1969 yang mengharuskan  Fegawal
Depdagri, asumber dukungar FNT hergabung dengan
Kokarmendagri: Demikian pula FF No. 6 tahun 1970 vyang
mewaiihkan pegawal negri hanya memiliki loyalitas tunggal.
Sedangkan menghadapi partai-partai Islam dipilih cara
dengan upaya mengambil hati para ulama, antara lain dengan
meanghidupkan kembali GUFFI  (Gabungan Usaha Ferbaikan

Pendidikan Islam). Sasaran lain yang diraup Golkar adalah

= . . . a
Spenclakan  pemerintah terhadap rehabilitasi Masyumi
tampabnya didaseri Keengganannya antuk  melihat  munculnya
kwhuataﬁ politib Islam wvang hesar sebagaimana Masyumi dulu.

Alasan  Suharta  btentang beterlibatan tokobh Masyumi  dalam
pemberontakan FRET terasa hipokrit  ketika dia Femudian
taernyata menyertakan  Sunitro  Diojohadikuysumo, Seorang

ghonoe tokob vang Juga terlibat FPRRI, dalam bLatiinetnya.
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@y anggota-angaota FI dan  ormas-ormasnya. Walaupun  UU
pemilu secara  hkhusus melarang orang-—-orang  ini untuk
memberikan suaranya daiam pemilu, namun dilaporkan bahwa di
beberapa daerah oarang-orang ex anggota dan simpatisan PRI
yang tidak dibunubh atau dipenjarakan telah diharuskan, di
bBawah intimidasi tentera, uantuk memilih Golkar.ﬁl Tidak
heraan.jika pemilu 1971 akhirnya menandal ahirnya kekuatan
politik domirnan vyang baru  dengan keberhasilan Golkar
memperoleh &2.8 ¥ suara dalam pemilu itu.
Farpol -parpal lain wnumnya berantakan menghadapi

segala taktak Golkar dalam pemilu 1971, hanya NU vang mampu

bertahan, yang dengan memperaleh 18,7 % suara telah
a2

mewnbperbaiki penampilannya dalam pemilu 1955, Kebanyakan

pengamat mepilikl penidlaian yang senada babwa faktor utama

penentiy reputast N inil adalah peranan kyai dan  pesantren

5""I‘Te.?ntang taktik buldozer Golkar ini libhat Ibid.., h.
299701, Dalam pemilu 1971 tercatat 20123.747 warga negara
veang  tidak  berbak memilih, Ibid., bk, 3200, Jika diingat
babwa pada  tabun 1965 FEKT pernah menvatakan memiliki
angaauta  sebanyak 200 juta orang, dan jike angka  ini
dikurangt  dengan  Kira-hira S00,000  orang  komunis  yang
dibunuh di akhir tabun 194% dan awal 1944, serta Jika
diasumsikan  bahwa erang-orang komunis vang tidak  berehak
memilih  itu  adalah  crang-crang  komunis  semusanya, maka
Lelaty dikiwrangi dengan jumlab yang  ditahan  mereka,
wvara  kasar dapat diperkirakan bahbwa  kirea-kira sejumiah
Iute ex anggota PRI tidak  dibhalangi  untuk memberikan

1
suararnayve. FPernyataan ind bholeb Jadi bkurang  argumentatiof,
namut boleh jadu, mereka inilab kyang diraap Golkar.

TNt has il has il pemilu 1971, lihat antara lain M.
Fusli FkKarim, Perjalan Partai Pplitik di Indonpegia: Sebuah
Patret pasang sdrut (Jalarta: CV. Rajawali, 1983), h., 170,
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yang menjadi basis  NU, SS9 Strategi monoloyalitas yang
dilontarkan Mendagri jelas tidak beraerti banyak berhadapan
dengan NU yang dipimpin oleh para kyai yang tidak terikat
aleh gaji pemerintah. Demikian juga kebijakan floating mass
yang direkayaza keoudian, yang memotong  akar partai di
pedesaan  sebagal  bonsekuensi  dari  pembatasan  di dalam
hirarki  bagi NU, kKarena kyai masih menjadi panutan masea
Islam  yang paternalistik. Dengan mempercayakan  diri  pada
dukungan para kyai di pedesaan, N berhbasi) mevakinkan para
pemilih di kalangan wnmat Islam di desa-desa, Ehususnya
daerah seperti Jawga Timur bahwa pemilu adalabh statu  wuiian

bagi iman mereka.

4. NU Masa Depolitisasi (1973-1984)

Februari 1970, dideepan para pimpinan ke-9 parpol dan

Golkar, Fresiden Suharto menyampaikan S Al an tentang
pengelompoakan partai-partat. Merwrutnya, tujuan

pengelompokan inid adaleah untuk mempermudab Lampanye pemilu,
dan  selanjutnya  mempermudah sistim  adminictrasi seperti
PENYUSUNAN fraksi di DFR bkelak, serta taak an untuk
melernvapkan partai-partal itu sendiri, sebab setiap partai

[ =
memniliki identitassnya masingwmasing.”q

“SLihat Marijan, Op. Cit., h. 101. 3 Crouch, Op. Cit.,
23 Fathoni den Zen, Op. Cit., h. 44,

S oibat Fathoni dan Zen, Op. Cit., K. 47.
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Pda kurun waktu antara tabun inilah di  istilahkan
dengan era depolitisasi, dalam artian ; pada kurun  waktu
tersebut, dilakukan penyederhanaan terhadap beberapa
partai. Tidak berhenti sampai disitu, pihak pemerintahpun
berusaha untuk tudak lagi memfungsikan partai politik  vyang
ada secara terus menerus. Di masa ini  merupakan  periode
keterasingan partal politik atas peran  yang semestunya

dilakukan oleh parpol bersangkutan, dikarenakan adanya

intervensi pemerintah dengan mempergunakan pendekatan
milier (Security Approact) dabn birokrrasi sebagai
, Ca L b Ja
instrumen depolitisasl itu.="

Setelah melalui tahapan-—tahapan dialog antara

pemerintah dan  partai-partai. seruan Subarto  itu segera
memperoleh tanggapan positif. Maka pada bulan berikutnya,
terbentuklab  penqgelompkan  dimaksud.  FNI, | R N Murba,
Farkindo, dan  Fartai WKatolik  bergeabung  dengan kelompok
nasionalis. Sedangkan MU, Farmusi, FSII dan Perti membentuk
telompok  spiritual.  Felompok  pertama  menyebuat dirinya
sebangal kelompek Demokratik Fembangunan, dan yvang disebut

bl @k arigan merigambnd lehel "Lelompok Fersatuan

“ULaedde Lo, Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara
(Jakartar Faelaba Sinar Havapan, 1996), h. 32,
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Fembanguran ™, - Sebenarnya  Parkindo dan Fartai Fatholik
dapat bergabung dalam  kelampok spiritual, Tapi karena
per e aarn ageama,,  sementara untuk mexmber tuk kelompol,
tercendiri tidak memuurigk ink an, menre b & akhirnya lebih
memalih  sebagail  belonpok  neacsional e, Fengelompokan  ind
selanjutnya menjadl  dasar penyusunan fraksi di DFR,
sehingga abadan ind memiliki 1 uma frakeis Frabhei Fereatuan
Fembarngunan, Frak ot Demak rasy Indmnﬁ%ia, Feakasi Karya
Femtargunan, dan Frabaei ARST,

Femenangan gemilang Golkar pada pemila 1971 pada sisi
lain, Juga  semakin  meaudahlhan PENCUER S A ar pemerintah
ter hadap  DPRC Pemer intab bemad ian dengan Jitu mengusulkan
R kepartaian yang konsep-konsepnva  telah dipersiapkan
sebelumnyea. Dalam Cancangan Pt disebutkan bahwa hanya ada
tiga partai politik yang akan diakui di Indonesia, Berarti,
pemilu berikutnys hanva akan diikuati clebh dua parpol  dan
Golkar ., 2/ Oleh Larena itu sednak in Jjelas babwa

penyederhanaan  partal sulit ditolak aleh kalangan partai.

ﬁéMengﬁnai s labiirnya kKelompok Fersatuan
FPembangunan dan lahirnys Partal Fersatuan Pembargunan,
Tihat pada; Slamet Fffendi Yusuf et.sl., Dinamikg Kaum
Santeris: Menulusuri Jejak dan Pergalakan Internal NEF
{Jabkartas: oA, e awali, 19920, M. Ba, Y an libhat Jugsa
antara lain dalam Abd. Aziz Masyhuri, al—-Maghfirulah KH. M.
Bishri Syansuri; Cita-cita dan Pengabdiannys (Burabaya:
al-Ikhlas, 1983), h. 191-194. ‘

““Fathoni  dan Zen, Op. Cit., h. 47-48. RUU ini tanpa

Fambatan  yang berart i kemudian disahvkan sebagal RUY ro. 3
tabn 1975 tentang Farpad dan Golkar.



&0
Maka kelompok Fersatuan Fembangunan yang herbentuk federasi
terve-menerus  mengadakan pendekatan intensif dalam ranghka
mendabului  realisasi fusi, sebelum itu dipaksakan oleh Uy
Tentang Parpol dan  Golkar. Langkah ke arah fusi itu
bukannya tanpa hambatan, sebab partai Islam pada mulanya
berbeda pendapat tentang fusi itu: Farmusi dan Ferti  sejak
semila mendukung gagasan fusi, namun tidak demikian halnya
dengan NU dan F’SII.58
Atan  tetapi ketika semakin pasti babwa fusi partai
tidak mungkin  ditolak oleb partal-partal vang ada, maka
perhedaan  pendapat ity akhirnya pupus.  Sehingge pada
tanggal B Januari 1973 keempat  partai  Tslam  wmemfusikan
A drvy ber dalam  Partal  Fersatuan  Pembangunan, Y ang
ditandai dengan ditandatanganinya sebuah  deklarasi a1
Jakarta.ﬁq
Struktur  kepemimpinan  FFFP diuveahskan  agar dapat
menampﬂng cemta partal  pendukung  secara proporsional,
agakrya dengan  pertimbangan hekuatan hasil pemiluw 1971,
Itulah sebabnya, dominasi NU  dalam  partadl ini  terasa

dominan pada awalpya, seperti  tampak deari  diborongnysa

SR ihat Marijan, 0p. Cit., h. 104,

b?Dwklara%i ttu ditandatangani oleb KH. Idham Khalid
(ML), HMS Mintaredja (MI), H. Tiakroaminoto . (81), H. Fusli
Halil (Fertid, dan KH. Masykur (MNU). Iwi lengkap dari
Deklarasi  itu  dapat dilihat antara lain pada Syamsuddin
Haris, PPP, dan Politik Orde Baru (Jakarta: FT  Grasindo,
1991y, h. 158,
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jabatan penting dalam kepengurusan pusat FFP  oleh NU.60
Tidak heran Jika pada awal retaknya kekompakan ini
barangkali sebenarnya tidak terlalu berdampak buruk  bagi
partai hanya saja pada waktu yang nyaris bersamaan mulai
muncul  bibit  kebencian NU  pada PPF vang, sebagaimana
terhaadap  Masyumi  dulu, berkisar padaa distribusi  dalam
kekuasaan.

Sekalipun posisi MU cukup kuat  diawal rde  BRaruw,
namun tokoh-tokoh NU tidak lagi di libatkan dalam jabetan-—
jabatan pemerintaban. Jika pada kahinet pembangunan I masih
ada dua tokoh NU yvang menegang  Jjabatan menteri, dalam
kabinet selanjutnya sudah tidak ada lagi. Dalam kabinet
pembangunan  IT  hanya ada dua orang menteri vyang berasal
dari parpol non-golkar, yaitu HMS, Mintaredjia (Parmusi) dan
Sunawar  Sukawati (FNID). RBahkan jabatan menteri agama  vyang
secara  tradisional  hampir selalu di pegang oleh NU kini
tidal lagi. Dalam kahinet pembangunan I vang disempurnakan,
Jabtatarn  itu diberikan kepada orang "Tehnokrat" Frof. DR.
Muk ti  Ali. @1 Kecenderwigan pemerintabh yvang sudah  enggan

untak  bekerjasama  dengan kalangan politisi  partail non-
L"‘_ . .
SO atatan - abatan penting  yang dipegang  NU adalah
Presiden Fartai, Wakil kKetua Umum Fengurus Pusat, Sekien,
ketue Umin Mas las Pertimbangan FPartad, dan Rais Aam Majlis
Syura. Lihat Haris, Ibid.. h. 182

Sl buk bomposisi kabinet—-kabinet RI, lihat Mashura
Maschab, Op. Cit.,
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Golkar ini akhirnya memakea NU dan partai lain memusatkan
perhatian pada lembags legislatif, tempat terakhir dimans
interaksi  politik mereba disungkinkan. Kecempatan tersisa
ini menjadl bheqgitu berartd baogl mereka,

Menyadari bealtu krusialnya masalal pembagian hasil
peraleban Kurel di DFR antara keempat unsur didalamnya, PPF
Jauh-jauh hari sudah berasaba membuat langkabh  antisipatif.
Ni tahun 197%,  Munas Dewan  Fartail  menghasilkan  sebuah
hesepakatan bahwa Jumlah rasic perbandingan perolehan hursi
urtiak Mas g masing unswr dari pemi lu 1977 adalah
didasarkan pada hasil nyata perolehan kursi pada tahun 1971
betika mawing-masing whear asasoh berupa parpal . Kesepakatan
inid kemudian  dikenal dengan "Konsensds 78", Berbelkal
Fongsensus  anilabh FFP menohbadapl pemilu 1977, Dari pemilu

o

ini, PFP mempercleh 99 kursi di DFR, meningkat 9 kursi dari

't

4 kurei percleharn  keempat partai Islam dalam  pemilu
1971,6%

Dengan logika sederhana dapat didugs bahwa penambahan
lima kursi  itu  akan dibagi merata  kepada semua  unsur.
Masing-masing memperoleh tambaban 1 kursi, dibanding dari
perolehan dari  penilu 1971, sementara 1 kurel sisanva
bolehlah  digserahbhan hepasda unswr dengan jumlah peroleban

terkecil. BRenarkah demikian dalam prakteknya 7 Tiga unsur

s e

B i hat Rusl i Karim, Op. Cit., h. 170 dan 183,
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memang memperoleh kepaikan jumlah kursi. Farmusi atau  (M1)
dari 24 kursi di Femilu 1971 menjadi 29% kurei dalam  pemilu
1977, 81 dari 10 menjadi 14 kursi. Dan Perti dari 2 menjadi
4 kursi. Namun NU justru mencatat penurunan, dari 48  kursi
men jadi "Hanya' GH kurei.éﬁ Fasin peroleban kursil antars
bursi ini jelas sedikit meny impang dari konsensus 75,

Masalah pembaglan bursi antara unsur ind memang tidak
pernah dipersoalkan aleh NU. Namun hibit kekecewaan sangat
holeh  jadi muncul di mind, darn muwlal retaknya  kekompakan
FEE  dalam kisaran wakbu it tak  kurang menjadi lahan
persemalan yang haik bagr bibit itu. Lalu, babit kekecewaan
ituw  segera menenukan  pupuk penyuburnya betibka kekompakan
FEE vang  telah  retak semakin  rengkah  dan  tidak  dapat
ditutup-tutupi lagi.

Merjelang persidangan DER 198071981 terjadi perebutan
Furesil  Ketuaa Famisi -komisi yang telabh mendadi jatah FPRFP di
DEE antara MU dan M. Awalnys adalah ketika FPF mendapat
jatah 13 kursi wntuk bomisi DPFRE. Jatah kursi ini, laluw di
bagi berdacarkan rasio MUsMI:STI :Ferti= 7:4:1:1. Dan sesual
dengan kesepakatan frakei di DFR, FFP  mendapatkan jatah
untuk mengetahul bomisi-komisi I, VIT, dan VIIT. Semla,
Komisi [ diketuat aleb Amin I;kandar (MUY . kKomisi VIT  oleh

Fahimat  Malyoiseno (MUY, dan Fomisi VITD oleh ITemall Hasean

fy T
S Anam, Op. Cit., h. 268.



&4
Metareum (MI). lLalu di tahun 1978, NU  sepakat untuk
meminjamkan kursi  ketua komisi  VIT kepada MI, dengan

catatan bharus dikembalikan setabun kemudian. Pada tahun

herikutnya, MI  ternyata menolak permintean W] untuk
mengembal ikan PANJT Amanny Ltu, bahkan MI meminta

perpanjangan selama satu tabun. NU setuju, Namun di  tahun
1980, MI  ternvata bersikeras mempertahankan  kursi  ketua
komisi  itu. FKetika NJ  terus menuntutnya, diadakanlah
voting. Tapi, disini NU kalah, karena MI didukung oleh FEF
dan  FAERI. Rebutan jabatan bahkan sampail  merembet pada
ketua komisi lainnya. Lagi-lagi NU kalah, sehingga rasio
Jatah kursi  kembali milik FPF antara NU dan Ml menjadi
G4, 04

Konflik vang cukup keras muncul saat menyusun  daftar
calon  anggota DFR menjelang pemilu 1987, MI menganggap
bahwa Konsensus 75 sebagai referensi distribusi kekuasaan
sudah  tidak herlaku lagi. sebab konsensus ini, vang sejak
swalpun tidak begitu konsisten ditaati, dipandang Hanya
berlaku  untubk pemilu 1977. NU herpendapat lain. Ragi MU,
komposisi  distribusi  kekuasaan di FRP setidaknya, harus
dipertahankan. Sementara unsur lain terutama  MI 0 justruy

mentut MU mengurang Jatabnyva dari B& menjadi 49 agar N

“Narie, Op. Cit., h. &7-6%.3 Marijan, Op. Cit., h.
115,
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tidak menjadi kekuatan mayoritas di sana.®" Ferbedaan
perdapat ini  menyebabkan FFF oulit mencari kata sepakat
tentang Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DFR dari  FFF
untuk pemilu 1982, bahkan sampal batas akhir penyerahan DCS8
ke LFU 27 September 1981, Sekalipun NU memberikan toleransi
selama satu bulan, kesepakatan masih saja sulit di capai.
Maka pada tanggal 27 Oktober 1981, Jailani Narao, Fetua Umnun
DR FEP saat  ttu, bersama  beberaps Gr anag temannya
merpserahian DOS hasil pil ihannya sendiv i bepada Mendagrei
selaku ketua LU, DES dtu beriwmlal 62%  calon,  dengan
perimbangan “calon jadi": 49 untuk NU, 29 MI, 16 SI, dan S
Ferni, S0

Rasa  tidak pauws anil mesakes MU mengajukan  protes
secara  resmi bepada LU tangaatl 14 Nopember 1981 dan DPF
melalui  sebuabh surat pernyatasn penclakan DCS versi  MNaro,
Yardg ditandangani Rals Aam KH. A1L Maksum, kKetusa Umum FBRNU,
KH. Idham Khalad, dan Sebkjen FEMU, H., Mubammad Manasir.
Namun Mendagri selaku Fetua LPU melalul Sekretaris Umum, F.
O%Marijan, Ibid., h. 11%, Tokoh M1 bahkan menuntut
distribusi kekuasaan mengacu pada hasil pemilu 1953, Klaim
ini sangat tendensiuve, sebab mereka beranggapan  bahwa MI
adalah kEelanjutan dari Masyumi yang pada pemilu 1955 berada
di o oatas NI dalam  perolehan suara.  Sebagail  kelanjutan

Eyuimt ., M merasa wajar jika menuntut perolehan kursi yang
lebih  banyak  dari N Nasun pernyataan diri MI 0 sebagad

belanjutan Masyuni ditentang oleh Nateir, tokoh  terpenting
Macyumi dulu. Lihsat Fathoni den Zen, Op. Cit., b, &4-65,

Ay & . i
\.'.\\~3,L§E:'if' I& 5 Op - Clt . h . \l:\C)) .
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Suprapto  tanggal 7 Nopember 1991 menolak protes ituw, dan
tetap  menilal babwa daftar calon yang di ajukan oleh DFF

FEE adalah sah dan barena itu tidak perliu di perﬁoalkan.b7

Fabwa DOS  dtu disnsun tanpa melalui  musyawaral  tidaklabh
meniadi  persealan  dalam penilaian  LFU, sebab agaknys,
riteria  tunggal keabsahan DUER adalah adanya tandatangan
dari Ketua Wnam DFPE, dan ituw sudah terpenuhi. Mau tak  mauw,
NU harus bersedia memerima "kebalahan tu,

Menghadapi kenyataan 1tu, sikap para elit berbeda—
beda, seperti yang tercermin dalam polemih antara KH. Yusuaf
Hasvim (yang termasuk takoh yanag tersingkir) dengan KH. Ali
Yafie. Yusuf Hasyim menyeruban agar warga MU Jawa Timuyr
mencoblos  untuk daerah DERD sajia dalam pemilu nanti,  dan
tidak mencoblee DFR-RI. Fernyataan ini ditentang oleh KH.
A1i Yafie dan Khalid Mawardi yang menilal Yusuf Hasyim
tidak pabam kepribadian MU, dan generasi muda agar tidak
mengikuti hasutan Yusuf Haayim.&a

Folarisasi juga suncul dari tubub NU berkaltan dengan
cara pandang  tentang  keberadaan mereka dalam  FFFP yang
celama ini telah banvak smendatangkan kekecowaan. Dalam hal
ini terdapat tiga kelompok yang berbeda pendapat. Fertama,

adalab kelompok yarg menghendaki agar NU teptap  berpolitik

2 Tempo, 1 Mopember 1991,

S0 bad. . b, GE-&T .
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praktis. Tokoh kelompok ini adalah Idham Khalid. Kelompok
kedus adalah mereka yang menginginkan agar NU bembali
kedalam Jamiyah secara tuntas dan meninggalkan  kegiatan
politik. Termasuk dalam kelompok ini adalah KH. Ali  Maksum
dan  kH. Abmad Siddig. Lalu kelompok ketiga, antara lain
vusuf Hasyim, menginginkan NU Lembali ke Khittah 1926  tapi
tetap herpmlitik.ﬁq

Lalu, ustuk merumuskan secara jelas dan kompak  cara
pandang NU tentang keberadaanys dalam FFE, FE Syuriyah NU
.emgadakan  Rapat Fleno pada tanggal 29 Januari 1982  di
Jakarta. Rapat tersebut antara lain berpendapat bahwa,

Nahdlatul Nama akan  mempertimbangkan edudukannya

dalam lingkungan Fartal Persatuan Fembangunan (FEF)
pada wsaat vyang tepat, apabila azas musyawarah,

snlidaritas intern dan prinsip-prinsip 9gganisagi
lainnya tidak dapat ditegakkan di dalamnya.’”

Eetapapun hasil pemilu 1982 sangat jelas tidak akan
mendatangkan keuntungan politis bagi NU, namun  warga NU
dihimbau untuk tidak teriebak dalam kebimbangean saat bharus
menen tukan piljhan.Y1 Fola pikir ini tempaknya berjalan di

N X e

Libhat Aneam, Op. Cit., K. 28O0,
708eperti dikutip dalam Ibid., h. 287. Disini, secara
implisit NU tampaknya menegaskan bahwa ia telah sedang
mempertimbangkan  kedudabkannysa dalam FFF, ‘sebab prinsip-
prinsip vang disebutkan ttu jelas telah banyak dilanggar di

dalamnye.

Tl st honi das Zen, Op. Cit., h. &9.
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atas sebuah kaidah figib vang di yakini NU: Apa yvang tidak
hisa diperoleh selurubhnyva, jangan di lepaskan seluwubnya.
Jadi , betapaun sedikitnya hasil yvang akan diperoleh, ia
harus tetap diambil. karena itu, NU tetap aktif dalam
kampanyve FFP termasuk tokoh-tokob yvang  tersingkir dalam
DS, Namun  suasana  konflik menjelang pemilu 1982, PRP

L4

memperaleh 94 kurei  di DFR, Femball turun 5 kursi di
. . y— TR . .

banding pemilu 1977,.7% padahal =saat 1tu Jumlah anggota DFR

telah mengalami eskalasi.

Sementara itu, kekecewaan dalam FFP membawa MY pada
introgspeksi  akan  bepemimpinan organisasinya. Fara ulama
banyvak  mens lal babwa  segala  kerugisan  yang dialami  NU
bertnilu pada lemabnya kepenmimpinan Idham Khalid, terutama

dalam  hal power bargining. Maba pertemuan 10 ulama N di

Surabaya . 1 Mei 1982 menvyepakati guna menghimbau  Idham

Khadad untuk  mengundurkan  dirid dari jabatannya dan
menyerahkan mandat  kepada Rails  HAam. Faktor temahnya

besebhatan fisik Idham Khalid adalah alasan yang di pilih.73

Telhieom fhalid  lalu hersedia  menandatangani sutrat
perigundurar dirinya pada tanggal 2 Mei, hanya saja
pengumitman savrat  pengunduran diri dtu ditunda SEAMPEA L

tangaal  HLo 0 mengingat pada tangoal 40 akan dilaksanakan

-
T Ul Kar i, Op. Cit.. b, 212,

)

"Tempo. . 4 Deptember 198%: 12.
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p@milu.74
Namun begitu pernyataan itu di umumbk an, reaksi keras
berdatangan dari pendukung Idham. Ragi mereka, pengunduran
diri Idham hanva di mungkinkan melalui forum Muk tamar,
sebab lewat forum inilah dia diangkat. Tindakan para ulama
itu  lalu  dianggap sebagail budeta. Didorong oleh  begitu
hanyaknya dukungan, termasuk dari 17 pengurus  Cabang NU
terhadapnya, ldham lalu membuat surat pernyataan pencabutan
Fembal il pengunduran divinya.73
Kejadiah ind segera menqundang hontl ik dan perpecahan
dalam tubuh NU. Idham merasa tetap sehagail Ketua Umwn FENU,
spmentara para  wlama tetap memegang prineip bahwa  surat
pengunduran  divi Tdham telah sah dan tidak bisa dicabut
kembali. Jadi Jabatan ketua Unmun  yang  telah  diserahkan
bepada KH. Ali Maksum (Rais Aam NU) tidak dapat diminta
bembali. Sulitnya dicapai kata sepakat akhirnya membawa NU
pada dualisme kepenimpinan antara kelompok wlama yang

.

dimotori oleh KH. &s ad Syamsul Arifin  Situbondo (karena
itu dizsebut sebagai Frubu Situbonde)  dengan Lelaompok
politisi yang dipimpin oleh Idham Khalid {kubu Cipete).

Fetapapun, kedua pihak yang berbed pandapat tampaknya

sama berunaba untuk menemaban solusl bagl bonflik yang

“Mbid., ¢ (T

T ‘ v N .
T et ang bemelut kepemimpinan NMUoana, Jihat Ibid., h.
TO-T%y ataw Marijan, Op. Cit., b 120-12%,
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tidak sehat itu.  Kubu Cipete menginginkan diadakannya
muk tamar . Sedanghan kubu  Situbondo lebih memperhatikan
perlunya diadakan Munas Alim Ulama NU. Apapun, KEdua kubu
G aMe B ama meryatakan Muk tamear MALIPTT Munas akan
membicarakan pener imaan pancasila sebagal azalz tunggal.76
Semua pihakdalam NU agaknya menyadari betul bahawa
pertentangan yang sudah terbuka menyebabkan campur tangan
pemarintah tak terelakkan lagi. Masa depan NU  lalu turut
ditentukan oleh arah dukungan pemerintah hepada pihak yang
terkait (apakah Muk tamar atau Munas yYang diijinkan), serta
bagaimana NU menanggapl Fancasila sebagai isu nasional.
Pihak p@merintah ternyata mandukung kubu Situbondo  dengan
memberikan lampu hijauw bagi terselenggarakannya Munas. Dan
pihak pemerintabpun memberikan dukungan finansial atas
suksesnya Acara itw, bahkan Fresiden Suharto sendiri
berkenan hadiy dalam acara pembukaan, serta seranghkaian
ceranah yang disamnpaikan oleh beberapa menteri

Kejelasan sikap pemerintah yang mendukung kubuy wlama
imi  ternyata cukup neredakan perpecahan. Fedua pihak  yang
berkontlik akhirnya lebih berkomitmen pada kerukunan
jam’ ivah daripada Lepentingan sendiri. Sikap ini tampak
jelas setelab dilangsungkannya Munas Alim Wlama NU di

gitubonde  (18-21 Desember 1983). Munas ini menghasilkan

.

TOpathoni dan TE7, Ibid.. h. 78.
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antara lain dua keputusan pentingtentang Femulihan kittah
19246 dan  pemantapan  Fancasila sebagal  asas tunggal.77
Keputusan Munas ind lalu dikukuhkan dalam Muktamar NU o pada
akhir tahun berikutiya di kota yang sama.

Salah satu  konsekuensi penting kembali ke Khittah
1976 adalah lepasnya ikatan NU dengan organisasi  politik
manapun . Keputusan Muktamar tentang Khittah MU antara  lain
menyvebutkan  bahwa NaahdlatulUlama sebagal jam’ iyah secara
arganisatoris tidak terikat dengan crganisasi politik  dan
arganisasi Femasyarakaltan manapun juga.78 Tt berarti, NU

cerara resmi keluar dara FFE .

. Menuwju NU Baru: Muktamar 51 tubondo 1984.

Bahwa coancern yang berlebihan kepada dunia politik
akan membawa efek terlalu mencnjalnya kepentingan pribadi
elit NU dibandinghkan kepentingan jamaah, dan hahwa ituw Juga
menyebabkan Nuo setahap demi  setabap  mulal kehilangan
bidang-bidang kegiatan lainnya: dakwah, pendidikan, spsial
dan budaya, sudah sejak lama muncul dalam benak  kesadaran
MU  Keinginan untuk mengoreksl kesadaran ini sudah sejask
dini  dilontarkan, dan  aleh karena itu pemikiran  untuk
Fembali ke khittah 1926 bnkanlah suatu hal fraru.

77 o .
TrTeitompul, Op. Cit., ho 144

7ﬂV&putu%un Mok bamar N No.  O2/MNU-27/1984  Tentang
yhittah Mabdlatul Ulama.
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Pertama kali gagasan itu dilontarkan dalam Muktamar

be-22 di Jakarta, Desember 1959, sSeorang juru bicara dari
Pengurus Cabang Mojokerto, KkH. Achyat Chalimi menilali bahwa
Peranan politik oleb partai NU telab hilang dan
peranan dipegang oleh perorangan, hingga partail

zehagaialat sudab hilang. Oleh karena_itu, diusulkan
agar NU kembali kepada Khittah 1926.

Lalu, pemikiranserupa Lembali digelindingkan tabhun
1971  dalam Muktamar ke—23 d1 Surabaya. kKall 1ini gagasan
datang dari Rais Ram KH. Wahab Hasbullah, dan baranghali
harena itulah memperolebh sambutan yvang lebib baik. Dan pada
Konferensli Besar (Konhes) pada tanggal S-8  Meid 197%  di
Jakarta, akhirnya keluar "Pernyataan Fenantapan Kedudukan
dan Fungei Jam’ iyah Matdlatuel Ulama'. Dalam pernyataan  ini
memiliki tiga pokaok pikiran. Pertama, pemantapan eksistensi
darn peran Mahdlatul Ulama sebagal praganisasl  Yang lebih
berkonsentrasi pada kegiaten keumatan. Dua, Fenciptaan
verdisi aman dalem rangha bomtimaitas pembangunan nasional.
Ketiga. Mahdlatul  Ulama harus memberikan kontribusi
bongkrit bagl pembanguran Indonesia dengan tetap herpegang
pada pelakeanaan Fancasila dan WD 1945.3% palam pernyataan

it terlah jelas teabma salbah satu pmrgmalan wvang  cukup

T .. .
“TMavijan, Op. Cit., P 132, .

B0Mmp . sutel Mahfudh, NU-pisasi Orpol ? dalam MA. Sahal
Mabifudh, Nuansa Figib Sosial (Yogyakarta: LEiS, 1994), h.

DO PR
OSSP om B
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serius diperdebatkan adalah kehendak NU kembali kepada
garis  perjuangannya di tahbun 1926 tketika pertama kali

didirikan: mengurusl persaalan  agama, pendidikan, dan

81 Namun begitu, gagasan itu

Bosialfkemazyarakatan caja.
akhirnya tidak dapat terlaksana, hkalah oleh arus-arus
Leinginan untuk memper tahankan NU tetap berpolitik praktis.

Fandasrnyva aaagasan kemball ke Whittah sampal kurun
waktu ini, jika diperbatikan, disehabkan setidak-tidaknya
aleh  dua hal. Pertama, gagasan ity semata-mata  dilandasi
olaelr alasan politis (M akbdirnya hanya menjadi alat
Repentingan politik pribadl para elit zaja), dan karena 1itu
salusi yang ditawarkan pun bersifat senada, dan  tidak
populer:  agar NU meninggalkan  gelanggang politik  sama
weball. Di  tengah  begitu baryaknya Feuntungan Yang
duiperoleh  NU dalam pergulatan politiknyea, wajar Baja
beinginan  untuk meningaalkan peran politik ini lalu  hanya
dipandang dengan sebelah mata. Terlebhih lagi jika diingat
balwa pada saat 1tu peran belompoak politik  (Idham Khalid
dan Eawan-kawan yang blasanya gipolarisasikan dengan
belompak ulama) masih dominan dalam tibub MNU.

Kedua, secara aktual bonsep vembali ke Khittah tidak
Paruunias SeCara jeolas selain dalam pengertian minimal

“pamhal i pada  tabun 1926". Dan iri bisa dinilai  sebagail

@4Marijan, Ibid., h. 133

‘I
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langkah mundur serta penihilan terhadap nilai-nilai  vyang
diperaoleh NU dalam pengalamannya selama ini. Ketika Jelas
itulah, boleh jadi yang menyebabkan pikiran ini memperolegh
respons yang aoak ganiil ketiks Muk tamar ke-25% antara lain

menutuskan untuk

Mempertimbangkan gagasan tentang sebuah  wadab  bara
Y arn g pon—-politis  yang menampung dan membimbing

aspirazi  Islam  ablusunnah wal—jamaah i kalangan
umat, yang oleh karena faktor-faktor lain harus
meninggallkan ikatan—ikatan politiknya dengan partai
politik.,®=

Ferumbsan secaras lebih jelas teptanc konsep kembali
bea Fhittah 1926 haru mualal perkembarng menjelang  Muktamar
b6 di Semarang pada tabun 1979, Landasan pemibkiran yang
dulunya sesata-mala politie, bind dilengkapl dengan  alasan
moral . Merenungi perdalanan politik MU selama ini, Sseorang
ulama  berpengarub dart Jawa Pamuar o KH. Machyrus AlL,
menyebutkan  babwa telah terjady kerusakan bathiniyab  yang
parah  dalam NU, dan para tokobinya  dianggap  terlalu al~

riyasah dan b al—jaah.” ™

Ulama senicr NU lalnnyea yarmng Jjuge berasal dari Jawa

Timur, kKH. Ahmad Siddiqg, menilal perlunya segera dirumuskan

BQPHNU, reputusan NU ke-25 di Surabava. seperti
divutip dalam ITbid.. . 155, Cetakan miring dari penyusun.

S0y amet Edfendi Yusuf, Op. Qit., M., 7. Atau lihat
juga, Arief Modatsie, Dari Situbondo Menuju NU Baru: Sebuah

e

Catatan Awal, dalam Prisma Mooy Fhetra, 1984, h. 1355
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tekad untuk  kembali ke "Khittah Nahdlivah", garis—garis
besar  tingkah laku perjuangan NU dan generasi  penerusnya,
certa semakin luasnya medan perjuangan dan bidang garapan
N, Di samping itu, ulams generasi pendiri NU telah semakin
berkurang Jumlah  dan peranannya dalam kepemimpinan NU.
Itulab  sebabnya, NU dikhawatirkan akan kehilangan arah di
masa nanti jika prinsip kKhittah Nahdliyabh tidak secepatnya
disusun rumussannya.a4

Jika pemikiran korektif semacam itu hanya datang dari
batangan uwlama, barangkali wajar menglngat Fepribhatinan
gereka  a&kan terlalu dominannya para kelompok politisi di
Tanfldzivah dalam kepenipinan NU yang secara tidak langsung
mengurangi  peran ulama. Namun sementara itu muncul  sebuah
generasi  bary  NU dengan  spesifikasinya sendiri. HMereka
bukan kelompok wlama yang dapat digolongkan  dalam  kubu

Situbondo, dan bukan pula kelompok politisi yang tergolong

cdalam Felompok  Cipete. Mereka  lebih tampeak sebagal
intelektual  vang  tampil  dengan  gagasan-gagasan "jalan

tengah”", dan, karena netralitas mereka dalam polarisasi
wlama-politisi itu, gagasan mereka bisa lebih objektif dan

relatd fomugah diterima oleh semua kalangan Nub,

Dalam dasawarsa  70-an,  Orang-orang ini banyak
me labul on e untuk mesr Lis boan langkah-langkah

L4 . N -
e attcad dan len, Op. _Cit., h. 94,



76
pembaharuan NU. Mereka turut merasakan keprihatinan akan

mundurnya NU  selama ini, namun tetap menyadarl bahwa

politik merupakan dimensi yang cukup penting dalam
aktivitas NU secara keseluruhan, melihat dalam masa
kelahiran NUY, terkandung nilai-nilai politis. Namurn
demikian hubungan  NU  dengan politik lebih ditentukan
dengan sejauh  mana persepsi  NU tentang politik itu,

sehingga perscalannve  adalah tentang hkualitas politik,
Konteks politik semestinya tidak hanya dilihat secara
sempit dalam distribusi pada bekuasaan di DFR misalnya,
namun  dilibat  sebagai  upaya mengangkat  kualitas hidup
berbangsa dan bernegara. Dalem makna  demikian, keikut—
sertaan NU sangat penting artinya, dan orientasi aktivitas
NU yang terlalu didominasl politik praktie bisa diluruskan

den {3y tam P iln Ya  seonran mg pem im ) in YA MAmpLl mera ta semua

1

Melalui  segala  pergulatan pemibivran  ind Vel ompok
intelektual gererasi  barw N dtu lalu sampal pada
kesimpulan babwea NU mmemer Tukan perubahan dalam garis—garis
perjuangannya, dengan telap berpegang pada semangat dan ide
dasar perjuangan 1926, kKarena ity kol pun mereka
mengajukan  gagasan  kembalil ke Khittah 19246 sebagaimana

cEbhagian Senior mereka, TEamu bali ind  gagasan  tersebut

Ibid. . Boe 96,
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telah ditopang oleh fondasi dan vancang bangunan yang lebih
bakoh. Dan ini secars bertabap dibuktikan dengan  tindakan
nyata. Sekitar tahun 1974, kalangan ini ——Abdurrahman
Wahid, Fahmi Saifuddin, Said Budairy, Rozi Munir, Abdullah
Sarwani, Slamel Effendi Yusuf, untuk menyebut beberapa
name--  wmulai  melekukan perubahan ide-ide pesbaharuan di
balangan  pengurus,  wlama dan takab~tokoh  muda  lainnya,
cehingga pada tahun 1979 ide-ide itu mulai  diterapkan
melalul lembaga-lembaga ctononm w86

Masilnya, kritik kelompok  ind mervyuarakan wsulan
wrntuk  kembali ke Khittah 1926 di MUk tamar Bemarandg.,
saminat an vang diperoleb sangat  menggembilrakan. Dalam
program Dasar Fengembangan Lrma Tabun,  sebhagail hasil
keputusan  Maktamear diuraikan tuwjuan: (1) Menghayati  makna
ceruan kembali ke jiwa 1926 (2) Memantapkan upaya intern
urtak memenubii seruan tersebut dan (3) memantapkan cakupan
partisipasi Malbdlatal HUlama Secara lebihh nyata dalam

3% 4
pembangunan bangsa.’

Petapapun. Qagaszan kemball e Khittah tetap berada
dalam pro-kontra. Orang-arang separti  Idham  Khalid dan
ke lompobrey a mazite  tetap  wenghendakd pealitak praktis.

H6nrief Mudatsir, Loce Cit.. b, 139.
EUF*IR!\!U. Program Dasar Pembangunan Lima Tabun Nahdlatuyl

Ulama: Keputusan Muktamar NU ke—-26, seperti dikutip dalam
Marijarn, Op. Cit., ho 105,
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Sementara, g¢golongan yang becewa terhadap FPF mendukung

gagasan kembali ke khittah itu.88
Namurn upaya pembaharuan NU terus membola-saliu,
Sambil melakukan pola retonsiliasi  dalam menetralisir

konflik Cipete-Situbondo, kKelompom intelektual  muda N
terus mengadakan  komunikasi intensif dengan mendatangi
tokoh~tokoh  pesantren, para dendikiawan juga  mengumpulhkan
genaerasi mada NU dalam ke lompok di%ku%i.aq

Fadi bulan Mei 1983 kelompok ini menyelenggarakan
auatu  pertemuan  yang dihadiri oleh 24 tokoh muda NU ,

24"90, yang bertujuan

terkenal dengan nama "Maijlis
mélakukan refleksi terhadap NU, dengan kesepakatan  penting
terbentuknya "Tim Tujuh untub Femulihan kKhittah NU 1926".
Tim yang terdiri atas Abdurrahman  Wahid (Ketua), HM.
Zamroni (Wakil), Said Budairy (Sekretaris), H. Mahbub

Diunaedi  Fahmi Qaituddin, HM. Deniel Tandiung, dan Ahmad

Ragia (Anggota) ini hertugas merumuskan konsep pembenahan

881pid., h. 138.
875r1fF Mudatsir, Loc it.

?01pid., h. 140. Ke-24 orang tokoh NU itu adalah: KH.
Gahal  Mahfudz, H. Musthata Risrid, Asip Hadi Pranoto, H.
Mahbub Diunaedi, H. Abdurrahman Wahid, HM. Tolhah Hasan,
MM. Zamroni, HM. Munasie, dr. Fabhmi Saifuddin, HM. Said
Rudairy, HM. Qaiful Mujab, Abdullah Gyarwani, Muhammad
Tohir, KH. Muhit Murads, H. Unar HRusalim, thalil Musadat,
A, Ghaffar Rabman, Slamet Effendi vyusuf, H. Ichwan Syam,
Musa Abdillah, Mustafa Zubad. MM. Daniel Tanjung, Abmad
Ragia, dan Masdar Farid Mas wdi.90.
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dan pengembangan NU sesual Khittah 1926 serta menyusun pola

1

. 91 . ) . . N
kepemipinar NUL 7T Rumasan yang dihasilkan kemudian diajukan

sebagai bahan dalam Munas Alim Ulama dan Mukatamar NU ke-2
di Situbondo, 1987, 1984, Dan  darid bedua forum ini
dibasilkan perubahan Anggaran  Dasar, Frogram Dasar
Fengembangan  NU, seranghkaian Hekomendasi mengenal  masalah
zoeial, politik, ekonomi, dan agama, serta  yang paling
monumental  adalab  penerimaan 38as tungoal  Pancasila dan
keputusan kenbalil ke khittah 1924,

MeEngenal aBas Nnegars Fancasila, N menegaskan dalam
Deklarasi tentang Hubungan Fancasila dengan Islam babwa :

1. Fancazila adalah  dasar  dan falsaftah negara
Republik Indonesia bukanlah agama, dan tidak dapat
mengugant ihan Ggama dan tidak dapat  dipergunakan
antul menggantikan veduduakan agama.

D aita Kebtubanan Yang Maha Bea sebagel dasar Neger &
Republik Indonesia menuruat pasal 29 (1) UUD 1945,
yvang menjiwal sila-sila yang lair, mencerminkan
tauhid menurut pengertain keimanan dan Islam.

1. Ragi  Nahdlatul Ulama, Islam adalah agidab dan
gyariat, wmeliputl aspek hubungan manusia dengan
Al labh dan hubuwegan antear manusisa,

4. Feoar imaasn dan pengamalan Fancasila menurut
perwajudan Upays Winetea Ialam  Indonesia untuk
menjalankan syarialt agamanya.

“. Sebagai konsekuensi dari sikap diatas, MNahdalatul
Ulama berkewa)iban  mengamankan  pengertian  yang
tenar  tentang Fencasila dan p&ngama&annya v &Eng
murni dan konsekuen oleh semua pihak. ™"

“Libid.

Flepaitugan Munss Alin Weama NI Mo, TT/MAUNU/LA04 /71982
Tentang  Pomalihan Khintbah NUI926, Seperti juga dikutip
aleh Fimar Sitompul, Ope Cit., h. 167168,
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Ada  tiga alasan, mengapa kemudian NU  menerima asas

]

tunggal Parncesila. Pertama, Fonsep Fitrah: bahbwa Fancasila
i nilai sebagal produk perkembangan masyarakat, maka dia
pun  diterama,. Tapl penecimaannya tidak depat  menggantikan
Islam. Sebab Islam dari Allah SWT. Kedua, Fongep Ketubanang
Konsep ini adalah Tauvhid. Inilab sebabnyva negara  Indonesia
bukanlah negara sekuler tetapi juga bukan negarea teckrasi.
Ketioa, Femahaman Seilarahby babwa uwmat Islam telabh menentang
penjajabh dalam rangka kemerdekaan bangsa Indonesia.  Maka
umat Islam dan negara adalah bagilan integral.qg

Sedangkan  men@enal garis—garis bhesar dan  ide dasar
perjuangannya, yanag dirunaskan sebagail  kFhittabh Nahdlatul

Wlama, Muaktamar MU mpembuat definisi bahwea:

a. kKhittah Nabhdlatul Hama adalab landasan  berfikir,
bhereibap darn bertindak warga Nahdlatul Ulama  yang
haruvwe dicerminkan dalam tingkah-laku  perseorangan
maErpun grosnisasl  serta dalam  setiap Proses
pengambilan keputusan.

t. Landasan tersebat adalah pabam Islam  Abhlussunnah
wal=jamash WaANQ diterapkan menttrut Fondisi

bemasyearakatan  Ji Indoneslia, melaluwl dasar—-dasar

amal keagamaan maupun kemasyarakatar,

q*ﬂbunl Heaw  Thaba, Islam dan Negara dalam Politik

Drde Baru, (Jakarta, Gema Insani Fress, 1994), h. Z268-249.
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c. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari

perjalanan sejarah khidmabnya dari masa ke masa.94

Kembalinya NU ke khittah 1926 memarg berimplikasikan
dirumuskannya orientasi perjuangan yang baru dengan  tetap
herakar pada ide dasarnya semula, dan untuk itw  diperlukan
aktar—-aktaor haru, vang tumbubh dalam suasana hubungan  yang
barw  pula, baik antar elit N cendirvi maupan antar  mereka
dengan  pemerintah.  Kembali ke kKhittah 1926 juga membawa
Eonsehuensl organisatoris. Migalnye, NU akan  mengembalikan
pola  kepemimpinannya pada supremasi  uwlama. Sebab  dalam
tekanan sebagai jamiyah diniyah mauw tidak mauw NU memerlukan
kharisma ulama vang hertugas sebagal pemandu dan  pengawas
cgroanisasi. Indi berarti pemberian kembali bobot peran yang
lebih  signifikan kepada Syuriah. Konsekuensi lain  yang
tidak kalah pentingnya adalah penegasan  babwa NU tidak
teribat dengan  organisasi  politik  dan kemasyarakatan
man At termasuk FRE.

Setelah memutuskan bemball ke Khittah 19246, NI memang
bukan semata-mata tampil kembali sebagai NU di tabun 1926,
Ta i Jelas  sebali bukan seperti N tabun 1962, saat
keluar dart Masyumi. Ta adalah sebuah NU baru  yang lahir
dari perenungan politik yvang matang berdasarkan perngalaman

W4hpPHtH“J“ Flock Covmear ML M, O /ML 27 /1984 Fernt e
Khittah Nahdlatul Ulama.
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panjang, dan vang diwarnai oleh penghayatan moral vyang

mendalam abkan makna hakiki Khittah 1926 itu.



